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Oleh:
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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui oleh negara
mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan
pengadilan, khususnya hal yang berkaitan dengan masalah Minuta Akta. Dalam
ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disingkat UUJNP), bahwa untuk kepentingan proses peradilan,
penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan
Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpananNotaris.Sedangkan
ketentuan mengenai perlindungan hukum PPAT tidak diatur secara normatif dalam
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .Seorang PPAT yang suatu ketika
menemui suatu permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya mengandung
cacat hukum, tidak jarang dipanggil oleh aparat penegak hukum dalam rangka
proses penegakan hukum, baik itu berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun
terdakwa. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tersebut
terdapat prosedur khusus yang tidak diatur secara normatif ketentuannya dalam
peraturan jabatan PPAT. Berbeda halnya dengan perlakuan yang diberikan kepada
jabatan Notaris, dimana ketentuan mengenai pemanggilan dan pengambilan
minuta akta ada prosedur khusus dalam proses penegakan hukumnya

Tujuan penlitian tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis terkait ketentuan
pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah, menganalisis Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1)
Undang-undang jabatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah. Kegunaan
penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan hukum khusus nya dalam bidang yang terkait ketentuan pasal 66

12220216320039
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ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan masukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian dan
penulisan hukum yang sejenis, dapat memberikan masukan di bidang hukum
khususnya bagi notaris, aparat pengak hukum seperti polisi, Jaksa, dan Hakim
serta masyarakat luas terutama masyarakat akademisi dan terutama untuk praktisi
kenotariatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sesuai dengan
sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang- undangan (Statue Approach) dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approach) Untuk menganalisis isu hukumnya, maka
menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik
pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan Hukum yang digunakan dalam
penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah disebutkan dalam Pasal 1
Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta
Tanah Republik Indonesia, yang menyebutkan : “Pejabat Pembuat Akta Tanah,
selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Pemanggilan PPAT untuk
pengambilan Minuta akta yang dibuatnya kurang tepat jika menggunakan
ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena dari tugas dan
tanggung jawabnya berbeda dan Notaris-PPAT mempunyai organisasi sendiri
yaitu INI-IPPAT, seharusnya permohonan untuk pengambilan minuta akta untuk
kepentingan penyidikan, pihak penyidik mengajukan surat permohonan ke IPPAT
atau ke Majelis Kehormatan pada tingkat daerah atau pengurus wilayah apabila
ingin memanggil PPAT atau memeriksa akta PPAT. Reformulasi ketentuan pasal
66 ayat (1) udang-undang Jabatan Notaris terhadap notaris sebagai pejabat
pembuat akta tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan suatu prosedur khusus dalam
penegakan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses pengambilan minuta
akta yang dibuat notaris untuk kepentingan proses peradilan. Sedangkan
mekanisme atau prosedur khusus tersebut tidak diatur oleh Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi jabatan PPAT.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Minuta Akta, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Proses Peradilan
Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait ketentuan pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Jabatan Notaris bagi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah, menganalisis Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang
jabatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah karena kekosongan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sesuai dengan
sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang- undangan (Statue Approach) dan pendekatan
konseptual (Conceptual Approach) Untuk menganalisis isu hukumnya, maka
menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik
pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan Hukum yang digunakan dalam
penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

Pemanggilan PPAT untuk pengambilan Minuta akta yang dibuatnya kurang tepat
jika menggunakan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
karena dari tugas dan tanggung jawabnya berbeda dan Notaris-PPAT mempunyai
organisasi sendiri yaitu INI-IPPAT, seharusnya permohonan untuk pengambilan
minuta akta untuk kepentingan penyidikan, pihak penyidik mengajukan surat
permohonan ke IPPAT atau ke Majelis Kehormatan pada tingkat daerah atau
pengurus wilayah apabila ingin memanggil PPAT atau memeriksa akta PPAT.
Reformulasi ketentuan pasal 66 ayat (1) udang-undang Jabatan Notaris terhadap
notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan suatu
prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap jabatan Notaris dalam proses
pengambilan minuta akta yang dibuat notaris untuk kepentingan proses peradilan.
Sedangkan mekanisme atau prosedur khusus tersebut tidak diatur oleh Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi jabatan PPAT.
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THE POSITION OF MINUTA DEEDS MADE BY A NOTARY AS THE
OFFICIAL FOR MAKING LAND DEEDS IN THE CRIMINAL JUSTICE
PROCESS

By:
Noorsella Syailinas, H. Mispansyah6
Master Of Notary Studies Lambung Mangkurat University, 111 pages

ABSTRACT

Keywords : Minutes Of Deed, Notary, Land Deed Official, Criminal Justice
Proses

This research aims to find out the provisions of article 66 paragraph (1) of the
Law on the Position of Notaries for notaries as Officials Making Land Deeds,
analyzing the Reformulation of the provisions of article 66 paragraph (1) of the
Law on the position of Notaries as Officials making Land Deeds due to a legal
vacuum.

This research is normative or doctrinal legal research. In accordance with the
nature of legal research, namely prescriptive, the approach used is a statutory
approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).
To analyze legal issues, primary and secondary sources of legal material are used,
the collection technique of which is through literature study. The legal materials
used in writing this law were obtained through literature study.

Calling the PPAT to take the minutes of the deed he made is not appropriate if you
use the provisions of article 66 paragraph (1) of the Notary Position Law because
the duties and responsibilities are different and the Notary-PPAT has its own
organization, namely INI-IPPAT, the request for taking the minutes of the deed
should be for For investigative purposes, the investigator submits a letter of
application to IPPAT or to the Honorary Council at regional level or regional
administrators if they wish to summon the PPAT or examine the PPAT deed.
Reformulation of the provisions of Article 66 paragraph (1) of the Law on the
Position of Notaries regarding notaries as officials who make land deeds, based on

> Student Number : 222026320039
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the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning
Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries,
provide a special procedure for enforcing the law on the position of Notary in the
process of taking minutes of deeds made by a notary for the purposes of the
judicial process. Meanwhile, this special mechanism or procedure is not regulated
by the Position Regulations for Land Deed Making Officials for PPAT positions.
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